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BAB VI
s . PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut diatas, dengan ini penulis kexfnukakan beberapa hal,
sebagai berikut : .

1. Undang-Undang Nomdr 1 Tahun 1974 tentz;ng Ketentuan Pokok
Perkawinan, tidak meﬁgaxur tentang Perkawinain Beda Agama. Oleh
karena itu perkawinan antar agama tidak dapat?diiakukan berdasarkan
pada pasél 2 ayat 1 Un-dax_lg—'l_-lndéxlng ‘Nornor_ 1 Tahun 1974, bahwa
perkawinan adalah sah, apabiia dilakukan menurutg hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaénnya. Dan pada pasal 10 Peraturan Pemerintah
‘Nomor 9 Té.hun ; 1975_‘_dinyatakari bahwa, perkawinan baru sah jika
dilakukan dihadapah pegasiéi p;:ncé_tat dan dihadiri dua orang saksi. Dan
tata cara ped(awin'arn dj.lakukan menurut hukum masing-rﬁasing Agamanya

dan kepercayaannya.

2. Dalam mengisi Ikekqlsongan'llilikurﬁ'kércna dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tidak sec_éra tegas mengatur tentang perkawinan antar
agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari
1989 Nomor:. 1400KdeU1986, meiﬁberikan solusi hukum bagi
perkawinan antar agani_a- -aidaiah' bahwa perkawinan antar agama dapat
diterima penﬁohoriannya '_ di. Kﬁﬁt‘or Cafatan Sipil sebagai satu-satunya

instansi yang berwenang uﬁtuk melangsungkan permohonan dimana kedua
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. calon suami -isteri tidak be‘rafgama' Islam untuk wajib menerima

permohonan pcrkaWinan a:_itar. égama.

3. Dalam i;roses_;' pei'kawinan antar agama maka permohonan untuk
meiangsungkah ~ perkawinan et agama dai:at diajukan kepada
Kantor Catatan Sipil Dan bagi orang Islam ditafsirf{an atas dirinya sebagai
salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan
perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan denukm.n pula ditafsirkan
bahwa dengan mengajukan permphonan terscbut- pemohon sudah tidak
lagi menghiraukan ‘status agamanya. Sehingga pésal 8 point f Undang-
Undang Nomor lf; Taﬁum 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk
melanrgsungkan perkawman, dengan anggapan bahwa kedua calon suafm
isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demlklan Kantor Catatan Sipil

' berkewa_]iban untuk mencnma permohonan tersehut bukan karena kedua
calon pasangan dalam kapasrta_s scbagal memka yang berbeda agama,
tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon

pasangannya.

4. Perkawinan antar agama dapat juga dilakukan 0161:1 sesama warga Negara
Indonesia yang berbeda agama dengan cara i;nciakukan perkawinan

tersebut di luar negeri.
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B. SARAN

Bahwa dengan ketidak uegaisan pemerintah dalam mer;gatur perkawinan beda
agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, mak:abersamamlka:msamnkanbahwa :

Perlu rumusan secara tegas tentang pcrkawman antax agama, karena dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun -1974 Tentang Hukum Perkawman belum jelas
dan tuntas dalam mngatur pcrkawman antar agama. Dalam revisi terhadap
Undang—undang Pcrlmwman palu ke]e]asan rumusan tentang status hukum dan
'sanksi yang jelas bagi mereka yang melakukan perkawman antar agama sehmgga
tidak terjadi penyeiundupan hukum ya,ng dapat memmbulkan keresahan bagi

masyarakat.
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